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BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN DAN PERSETUJUAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Sungai dan Penyeberangan di Kabupaten Kendal, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan
Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Kendal,

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6004);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6122);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);



Menetapkan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

15.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Sungai dan Penyeberangan di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 7 Seri E No.
S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
132);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN
PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI
KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
Bupati adalah Bupati Kendal.

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah
Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.

.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan

sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan,
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,
Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi

segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel.



(1)

(2)

(3)
(4)

()

(1)

(2)

. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disingkat

ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai
dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan,
permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan
dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum,

kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum
sah sebagai penulik yang akan membangun atau
mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur.

. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya

disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan
pemerintah untuk memperoleh Rumah.

BAB II
ANDALALIN
Pasal 2

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman,
dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu
lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan ANDALALIN.
Penyusunan dokumen andalalin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan setelah dilakukan penilaian.

BAB III
TATA CARA PENILAIAN
Pasal 3

Tata cara penilaian dokumen hasil ANDALALIN adalah

sebagai berikut :

a. Pengembang atau pembangun menyampaikan
permohonan persetujuan dokumen hasil ANDALALIN
yang telah disusun, kepada Bupati melalui Kepala
Dishub;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1) Surat permohonan persetujuan dokumen hasil
ANDALALIN yang ditandatangani oleh pemohon;

2) Ijin prinsip penanaman modal;
3) Profile pengembang atau pembangun; dan
4) Siteplan/peta lokasi kegiatan.

Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

(1) Untuk melakukan penilaian terhadap dokumen hasil
ANDALALIN, Bupati membentuk Tim Evaluasi.

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari unsur :
a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

jalan;

b. pembina jalan; dan
c. Kepolisian Republik Indonesia.

(3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 terdiri dari :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Anggota; dan

d. Anggota Sekretariat.

(2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berasal dari unsur pembina sarana dan prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai
anggota.

(3) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.

Pasal 6

Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
adalah sebagai berikut :

a. melakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN; dan
b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil
ANDALALIN.

BAB IV
PERSETUJUAN
Pasal 7

(1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 disampaikan kepada Bupati.

(2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil ANDALALIN
belum memenuhi persyaratan, Bupati melalui Kepala
Dishub mengembalikan hasil analisis kepada pengembang
atau pembangun untuk disempurnakan.

(3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil ANDALALIN telah
memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada
pengembang atau pembangun untuk membuat dan
menandatangani surat pernyataan kesanggupan
melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam
dokumen hasil ANDALALIN.

(4) Format surat pernyataan kesanggupan sebagaiman
dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum



dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil

ANDALALIN yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada
Bupati.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan

persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sedangkan
untuk perumahan menengah keatas, rumah susun,
apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan
infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak
diterimanya dokumen ANDALALIN secara lengkap dan
memenuhi persyaratan.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilimpahkan kepada Kepala Dishub.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan penilaian dokumen hasil ANDALALIN
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 5 Desember 2019

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 5 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 70



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR :69
TANGGAL : 5 Desember 2019

FORMAT SURAT PERMOHONAN

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor D e, [ e e
Klasifikasi : biasa
Lampiran : 1 dokumen Kepada
Perihal : Permohonan Persetujuan
ANDALALIN. Yth. BUPATI KENDAL
Cqg. Kepala Dinas Perhubungan
Kab.Kendal
di-
KENDAL

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil
analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus
menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati cq. Kepala
Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal sesuai dengan kewenangannya.

2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku

pengembang/pembangun vyaitu PT/CV ........ ( diisi nama perusahaan
pengembang/pembanguan) berencana akan
mengembangkan/membangun.................... ( diisi nama obyek yang akan
dikembangkan/dibangun) di jalan ( diisi nama
Jjalan/RT/RW/Keluarahan/Kecamatan/Kabupaten) yang merupakan Jalan
Kabupaten.

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran
investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN
pengembangan/pembangunan membangun ( diisi nama obyek yang akan
dikembangkan/dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil
ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh
Konsultan PT/CV......... ( dliisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya,
kami ucapkan terima kasih.

PEMOHON
Tandatangan dan stempel
NAMA PEMOHON

Tembusan:
1. Arsip.

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 69
TANGGAL : 5 Desember 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama
Jabatan
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (difsi nama pengembang atau

pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorarangan), bahwa berdasarkan
Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN),
Nomor: ... . Tanggal.......... Bulan ......... Tahun ............ tentang Kegiatan ................ ,
dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan
penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan
yang telah ditetapkan, Kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundangan yang berlaku.

PENGEMBANG/PEMBANGUN

Stempel perusahaan/instansi
Materai 6000

(NAMA LENGKAP)

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA



